BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.183,2014 KEMENDAGRI. Pelantikan. Kepala Daerah. Tata
Cara. Perubahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA
DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka ketertiban, kerapian, kelancaran
dan  keteraturan dalam  penyelenggaraan acara
pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
perlu pengaturan tentang tata cara pelantikan kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan
Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara
Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah.
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Tahun, No.

Mengingat

Menetapkan :

1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123);

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125);

.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);

.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL
KEPALA DAERAH.
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3 Tahun, No.

Pasal |

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/walikota dan/atau
wakil bupati/wakil walikota

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/ walikota
dan/atau wakil bupati/wakil walikota dapat dilakukan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2014.

MENTERI DALAM NEGERI,REPUBLIK INDONESIA
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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